Page |190

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024
Published : 30-01-2024, Page : 190-202

PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Rini Novita
Universitas Darma Agung
Email: rininovita202@gmail.com

ABSTRAK

Alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung untuk memperkuat
keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik
dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk
dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dirumuskan sehingga
menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Faktor-faktor yang
menyebabkan sidik jari penting sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana
karena sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak
pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan
menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam
undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui
tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam
proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik
jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam
bentuk blanko sidik jari. Kekuatan pembuktian sidik jari dalam tindak pidana
pencurian harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 184 KUHAP

Kata Kunci : Sidik Jari Pembuktian, Peradilan Pidana.

THE ROLE OF FINGERPRINTS IN THE CRIMINAL JUSTICE
EVIDENTIARY PROCESS CRIMINAL JUSTICE IN INDONESIA

ABSTRACT

Fingerprint evidence is something that supports the judge's confidence at trial.
Fingerprints will be developed by investigators in the process of investigation by
identification officers as evidence and fingerprints found at the crime scene will
be formulated so that they become documentary evidence in the form of
fingerprint blanks. Factors that cause fingerprints to be important as evidence in
criminal procedural law because fingerprints in the investigation process to
reveal a criminal act of theft are to simplify the investigation process and find the
suspect through steps that have been regulated in law, the main of which is the
case -cases where the suspect is not yet known (illegal cases). Fingerprints will be
developed by investigators in the process of investigation by identification officers
as evidence and fingerprints found at the crime scene will be formulated so that
they become documentary evidence in the form of fingerprint blanks. The strength
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of fingerprint evidence in the crime of theft must be converted into certain types of
evidence, as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Fingerprint Evidence, Criminal Justice

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia di bidang hukum yaitu
dengan cara menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya dengan tidak terkecuali. Dalam Undang-Undang
Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang
berdasarkan atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Dari penjelasan
tersebut dapat diartikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang
demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan
dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun
masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di
dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman
hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah
surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring
meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis
yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan
perundang undangan yang ada.

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan,
karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan
kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap
paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian
tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan
perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting
dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang
sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan
perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara
pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara,
pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan
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benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau
memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu
perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam
menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara
pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan
penyidikan.Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah
pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara
langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam
KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah
mengumpulakan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus
sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian
yang disebut sebagai bukti permulaan.Jadi, meskipun kegiatan upaya pembuktian
yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara
di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu
sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah
menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya
tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut
umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.
Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum
terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap
proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah
tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk
kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran sidik jari sangat diperlukan.

Umumnya kasus-kasus tindak pidana dapat diungkap dan dibuktikan
dengan barang bukti dan saksi yang ada. Apabila terdapat kasus yang belum
terungkap peranan alat bukti sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara
sangat penting dan diperlukan untuk menemukan tersangkanya. Dengan
ditemukan tersangkanya, suatu kasus akan menemui titik terang dengan informasi
yang diberikan oleh tersangka kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti
berdasarkan informasi tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan
sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana serta apa saja hambatan yang
dihadapi dalam proses pembuktian sidik jari di pengadilan.
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B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya
semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud
untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini menggundakan metode yuridis normatif dengan
mempertimbangkan bahwa pendekatan ini dipandang cukup bisa untuk
diaplikasikan dalam topik ini, karena metode penelitian ini akan diperoleh data
dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif, baik dari bahan hukum
primer, sekunder maupun tersier. Data atau informasi yang didapatkan akan
diambil  perbandingannya dengan menggunakan peraturan perundang-
undangannya yang berkaitan dengan proses penyidikan sebagai salah satu alat
bukti mengungkap suatu tindak pidana.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan
menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa
tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum
terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan
terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta  dapat
dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa. Dalam
penyidikan suatu tindak pidana diperlukan adanya pembuktian dan pemeriksaan
bukti fisik secara ilmiah, Sehingga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari
kebenaran materiil dapat tercapai. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran
materiil, yakni kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya
dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara
jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah suatu tindak
pidana telah dilakukan sehingga orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR, yang macamnya yaitu
keterangan saksi, surat-surat, pengakuan, tanda-tanda (petunjuk). Sedangkan
didalam pasal 184 KUHAP yang berisi tentang macam-macam alat bukti yang
sah, yaitu: keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa
. sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir
sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus
dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 184 KUHAP tersebut. Dari definisi umum yang penulis ketahui, sidik jari
atau fingerprint didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja
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diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda
karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki, sedangkan ilmu yang
mempelajari tentang sidik jadi adalah Daktiloskopi.

Wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara
pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187
huruf ¢ KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat.Selain itu apabila
diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses
pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil
guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya
sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana (Pasal 186 KUHAP Pasal 1 ayat
24 KUHAP).

Mengenai apakah suatu sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi
hakim dalam menjatuhkan putusan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 183
KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP di atas telah menjadi dasar hukum dari ketentuan
minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Berdasarkan urut-urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa
pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan kepada keterangan saksi,
namun saksi berkemungkinan besar untuk memberikan keterangan palsu dan
keterangan ahli sendiri merupakan hal yang baru dalam perkara pidana Indonesia.
Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi seorang
hakim tidak bisa mengetahui segala hal, oleh karena itu dibutuhkan bantuan
seorang ahli untuk mengungkap suatu pembuktian.

Sidik jari tidak tercantum langsung sebagai alat bukti dalam tindak pidana
pembunuhan. Akan tetapi, jika melihat Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti, sidik
jari bisa dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, mengingat sidik jari
merupakan bukti materiil ynag amat penting bagi manusia. Sidik jari setiap
manusia di dunia ini berbeda satu sama lain, sehingga hal tersebut bisa membantu
mengungkapkan suatu kasus tindak pidana , mengingat betapa akuratnya
mengidentifikasikan seseorang lewat sidik jari. Pemeriksaan perbandingan sidik
jari dimaksudkan untuk menentukan atau mengetahui apakah sidik jari latent yang
terdapat pada korban dan ditempat kejadian perkara benar-benar sidik jari milik
tersangka.
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Langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk
mengungkap tindak pidana dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara,
memeriksa tindakan-tindakan yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan
pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik
seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan
saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan
keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para
tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut
umum/kejaksaan.

Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering
meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-
benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya dilakukan oleh penjahat
professional. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan
sidik jari pelaku yang tertinggal di tempat kejadian perkara sangatlah diperlukan.
Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada tempat kejadian perkara merupakan
jenis sidik jari latent dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk
membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun
petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana. Setelah sidik jari
latent ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), maka akan dicocokan dengan
sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari latent yang
ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka
atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base kepolisian atas
nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari latent tersebut dibandingkan dengan
sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian
perkara (TKP). Hal ini untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan di
tempat kejadian perkara (TKP) guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing
(diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang
dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara (TKP) adalah
orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam tempat kejadian perkara (TKP)
sebelum adanya laporan kehilangan. Hal ini akan berpengaruh besar dalam
penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari
luar lingkungan atau dari dalam lingkungan.

Kemajuan tekhnologi dalam menunjang tugas kepolisian dalam
mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem Inafis
(Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) yang merupakan sebuah
sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap
individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi yang baru.lahir. Seluruh sidik
jari akan disimpan ke dalam data base sidik jari nasional dan akan menunjang
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program kartu tanda penduduk (KTP) nasional yang memiliki single identification
number (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan
memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena chips yang terbenam di dalam
kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak
kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan
mempercepat tugas kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap
tindak pidana.

Secara umum alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung
untuk memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan
dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi
sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan
sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat
di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi
tentang sidik jari yang ditemukan.

Umumnya kasus-kasus yang terjadi dapat diungkap dan dibuktikan
dengan barang bukti dan saksi yang ada. Akan tetapi apabila terdapat kasus yang
belum terungkap (kasus gelap) peranan alat bukti sidik jari yang ditemukan di
tempat kejadian perkara sangat penting dan diperlukan untuk menemukan
tersangkanya. Dengan ditemukan tersangkanya, suatu kasus akan menemui titik
terang dengan informasi yang diberikan oleh tersangka kemudian penyidik
mengumpulkan barang bukti berdasarkan informasi tersebut.

Membuktikan suatu perkara pidana, hakim secara aktif harus mencari dan
menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa
tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum
ternadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan
terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta  dapat
dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa.

Sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat
dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan
harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 184 KUHAP Tersebut. Wujud konkret dari keterangan atas suatu
sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang
dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf ¢ KUHAP) yang dapat dikualifisir
sebagai alat bukti surat.Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses
penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan,
seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk
menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu
peristiwa pidana (Pasal 186 KUHAP jo.Pasal 1 ayat 24 KUHAP).
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Sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan
putusan, maka kita perlu kembali memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP
yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP diatas telah menjadi dasar hukum dari ketentuan
minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.
Pembentukan pasal ini didasarkan pada adagium yang terkenal dalam hukum
pidana yaitu in dubio pro reoatau beyond a reasonable doubt, yang berarti
ditengah-tengah keraguan, hakim harus melepaskan seorang terdakwa.

Terkait dengan permasalahan sidik jari tersebut diatas adalah bagaimana
jika tidak ada saksi dalam suatu peristiwa pidana tersebut dan apabila terdakwa
dalam keterangannya menyangkal telah melakukan perbuatan pidana yang
didakwakan tersebut. Ketentuan minimal pembuktian (dua alat bukti) tersebut
seharusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari
tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli Daktiloskopi sebagai
salah satu alat bukti. Namun demikian, berangkat dari ketentuan Pasal 183
KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP (Penjelasan Pasalnya),
maka penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar
melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk
menentukannya.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang
dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat
bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh digunakan Hakim untuk
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah
dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan
seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang Hakim
menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Dimana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, untuk bisa menentukan
apakah seorang terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut, maka Hakim harus
mempertimbangkan keputusannya dari alat-alat bukti yang ada dipersidangan
yang telah diatur dalam undang-undang, serta keyakinan Hakim yang meyakini
bahwa ialah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Page |198
Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024
Published : 30-01-2024, Page : 190-202

Pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari bunyi pasal tersebut
dapatlah diartikan bahwa Hakim dalam memutus suatu kasus pidana haruslah
didasarkan pada dua (2) syarat, yakni: Minimal ada dua alat bukti yang sah yang
diatur dalam undang-undang yang membuktikan bahwa terdakwa pelakunya, dan
yang kedua dari alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Terkait dengan penggunaan sidik jari dalam proses pemeriksaan suatu
kasus tindak pidana, baik pada tahap pemeriksaan penyelidikan maupun
penyidikan yang mana sidik jari cukup memberi kontribusi yang positif dalam
membantu pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Tidak jarang dalam suatu
kasus tindak pidana yang telah maju ketahap persidangan, pada tahap pembuktian
dipersidangan para penyidik tidak jarang memasukkan sidik jari sebagai alat bukti
didalamnya.

Di tempat kejadian perkara inilah yang menjadi sumber utama untuk
memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut yang dipandang
sebagai tempat kejadian perkara adalah tergantung dari keadaan tempat peristiwa
itu terjadi atau pada kondisi atau situasi tempat.

Penanganan kasus sidik jari yang lebih diutamakan dalam proses tahap
penyelidikan awal di tempat kejadian perkara yang merupakan faktor penting
dalam mengungkap suatu tindak pidana dan ini dapat dilakukan dengan
pengangkatan atau pengambilan sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian
perkara untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan. Beberapa kasus yang
ditangani oleh Kepolisian yang berhasil diungkap melalui sarana identifikasi sidik
jari cukup banyak hal ini karena sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian
perkara dapat dianalisis siapa pemiliknya sehingga pelakunya dapat tertangkap.
Namun, disamping akurasi yang cukup juga terdapat kekurangan yaitu penyidik
identifikasi sidik jari tidak dapat melakukan proses identifikasi sebelum adanya
permintaan atau permohonan bantuan dari penyidik yang melakukan olah tempat
kejadian perkara di wilayah lainnya sehingga proses identifikasi dapat berjalan
lambat.

Sidik jari semua orang tidak sama, sidik jari tidak berubah dari lahir
hingga meninggal, dan sidik jari dapat dirumus. Terkadang pihak penyidik
kepolisian dalam kasus tertentu dalam persidangan di pengadilan sering pihak
ahli identifikasi sidik jari dimintai suatu kesaksian atau keterangan terhadap
barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, yang tanyakan apakah betul
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sidik jari terdakwa ini identik atau sama dengan sidik jari yang ada di tempat
kejadian tersebut. Pihak penyidik menyampaikan bahwa benar sidik jari yang
ditemukan di tempat kejadian perkara adalah sidik jari terdakwa tersebut,
sehingga penyampaian kuasa hukum yang berpendapat bahwa kliennya adalah
korban salah tangkap dapat terbantahkan oleh bukti yang didapatkan oleh
penyidik di tempat kejadian tersebut.

Beberapa media alat yang ada di Kepolisian di mana alat ini berfungsi
sebagai penyimpan data sidik jari, foto, data seseorang secara detail dan valid.
Data diperoleh melalui pelayanan sidik jari bagi masyarakat yang akan
melanjutkan sekolah/kuliah, bekerja, dan menikah. Sidik jari yang diperoleh oleh
pihak kepolisian diolah oleh unit identifikasi sidik jari di Kepolisian melalui
mekanisme pendataan manual yaitu dengan proses perbandingan sidik jari.
Sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal ini merupakan cara yang kurang
efektif dalam proses identifikasi sidik jari yang cepat. Oleh karena itu,semestinya
dapat didukung oleh Kepolisian Pusat Markas Besar Kepolisian Republik
Indonesia yang berada di Jakarta. Mabes Polri saat ini telah menggunakan alat
identifikasi sidik jari yang tergolong canggih yaitu scanfingers yang dapat cepat
diakses tanpa perlu menggunkan cara pendataan manual.

Data untuk sidik jari semakin banyak didapat, maka pengungkapan kasus
pidana melalui sidik jari akan semakin optimal, realitas yang ada pengimputan
data terbatas di mana yang terdata hanya orang-orang yang akan melanjutkan
kuliah, mencari kerja, dan keperluan lainnya. Untuk mendapatkan data yang
banyak diperlukan kemauan organisasi internal maupun upaya dialogis dengan
pemerintah daerah sehingga terwujud penyelenggaraan pelayanan yang bermuara
pengungkapan kasus bagi penegakan hukum di Kepolisian. Disadari atau tidak
pengimputan data adalah pekerjaan yang tidak akan habis oleh waktu, dan
manfaat pengimputan data sidik jari optimal atau tidak optimal kembali ke
masalah pendapatan data. Kegiatan yang dilakukan di Kepolisian adalah
Identifikasi INAFIS atau (Indonesia Automatic Finger print Identification System)
yang berfungsi untuk pengimputan data sidik jari di Indonesia pada umumnya dan
Medan pada khususnya”.

Proses identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi
penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa
pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga
agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di
tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Hasil pemeriksaan tentang
sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses
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penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat
(1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapatminta
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Adanya alat bukti
sidikjari menunjukkan bahwa kepolisian semakin meningkatkan sarana yang
dimilikinya, dengan mendukungsumber daya manusia dari kepolisian.

D. KESIMPULAN

Peranan sidik jari dalam proses pembuktian peradilan pidana adalah
penting sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana karena sidik jari dalam
proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana adalah untuk
menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui
langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah
kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap). Sidik jari akan
dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi
sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan
sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat
di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi
tentang sidik jari yang ditemukan.
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